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senantiasa konsisten terhadap asas-asas
dan hukum-hukum yang telah ditentu-
kannya. Sebagai contoh, Allah S.W.T.
konsisten dalam mentaati asas pembe-
lajaran dan hukum proses yang telah
ditentukannya, bahwa untuk mengetahul
sesuatu itu perlu belajar, dan untuk
belajar itu perlu proses, serta untuk
sampai pada efektivitas perlu metode
yang tepat.
¢ Iz’Valaupun Allah S.W.T maha
kuasa untuk menjadikan sesuatu secara
serta merta, namun jika diperhatikan
dengan seksama bagaimana Allgh
S.W.T. membentuk dan mengurus duma
dan isinya, tidak pernah melakukannya
secara serta merta. Ketika Allah S.W.T:
' berkehendak membentuk pribadi Nabi
Muhammad S.A.W. sebagai »contoh ter-
baik”, maka dalam mewujudkannyd dila-
kukan dengan mentaati asas Peml?e-
lajaran dan hukum proses. Keppbadlan
yang sempurna yang melekat di dglﬁ
diri Nabi Muhammad S.A.W. diben
melalui pembelajaran dengan beragia:ni
metode yang ketika he_ll tersebut dite
rapkan menjadi rangkaian proses Yaug
terus menerus dan konsisten. Hasil akhir
dari ikhtiar dan/atau kerja keras tersell);:
tidak perlu diragukan lagl, terbentuk h
pribadi Nabi Muhammad ?Aémsis:bag
“contoh terbaik” bagi umat m .
Belajar dari asas pembelajarlalri
dan hukum proses yang diterapkan 0l€

Allah S.W.T. tersebut, penulis termas

yang memiliki optimisme.bahwg so;;l;
Hakim yang berkarakter }deal_ }tut s
dibentuk dan jumlahnya bisa dilipatg
dakan. |

Penelitian inl ;
mengetahui mengapa
ditenglukan, bagaimana metode ﬁralr:f ntgap:
untuk memperbanyakny2, dan l(li ung
nya dengan sistem poh'txk pera lan I
donesia, Metode penelitian yang d18

kan yaitu deskriptif analitis.

bertujuan untu}(
akim jdeal sulit
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B. PEMBAHASAN

Sistem Politik Peradilan Indonesia

Idealisme sistem peradilan seba-
gai salah satu pilar bangunan Negara
Hukum seharusnya berkarakter bebas
dan mandiri dari segala bentuk intervensi
internal maupun eksternal, namun dalam
tataran pelaksanaannya seringkali men-
dapat hambatan, tantangan, dan godaan
yang tidak kecil sehingga dapat berpo-
tensi melemahkan dan bahkan menghi-
langkan idealismenya. Adanya bentuk
intervensi tersebut tidak dapat dilepaskan
dari pola hubungan antara hukum dan
politik.

Hukum dan Politik merupakan
dua aspek kehidupan yang memiliki sifat
berbeda tetapi di antara keduanya saling
membutuhkan, sehingga muncul adagi-
um bahwa hukum tanpa politik adalah
angan-angan (khayal) dan politik tanpa
hukum adalah kesewenang-wenangan
(chaos). Artinya, hukum membutuhkan
peran politik supaya apa yang menjadi
tujuan hukum (ketertiban, kedamaian,
keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan) da-
pat diwujudkan, demikian juga politik
membutuhkan peran hukum supaya da-
lam melakukan berbagai cara (metode)
untuk mencapai suatu tujuan tertentu
dapat dilakukan dalam situasi yang tertib
dan teratur.

Untuk mengetahui bagaimana sis-
tem politikk mempengaruhi sistem hu-
kum, dapat dilihat dari pembentukan
pemikiran (mindsef) dan arus utama
(mainstream) ketatanegaraan Indonesia
yang tekstual maupun kontekstual.

Mindset ketatanegaraan Indonesia
yang bersifat tekstual, meliputi :

1. Sistem ketatanegaraan (Constitutio-
nal system);

2. Birokrasi pemerintahan (Government
bureaucratic),

3. Substansi hukum (Legal substance);,

4. Kemauan politik (Political will).
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Mindset ketatanegaraan Inglonesia
yang bersifat kontekstual, meliputi :
1. Budaya pemerintahan (Government
culture);
2. Budaya politik (Politic culture);
3. Budaya hukum (Legal culture)
4. Budaya lembaga peradilan (Coyyy
institution culture)
Mainstream ketatanegaraan Indo-
nesia pada fase permulaan, meliputj -
1. Situasi urgensi (Chaos theory);
2. Prinsip petisi bersama (Petitio prip.
ciple);
3. Pusat interelasj (Ceteris Paribys);
4. Imputasi hukum (Deterministic cau-

Mainstream ketatanegaraap Indo-
nesia pada fase akhir, melipyt; -
1. Segregasi hukum
(Desuetude);
Pendapat Yang mend
necessitates);
3. Tidak berdaya
Power),
4. Konvensj konsensug
Convention Statement)

Arus utamga

diartikan sebagai carg pandan

sebuah kekuasaan pemerintah
untuk mempertahankcan legitimas; kekya.
saan secara politis, sehubungay, denga,
hal-hal yang mempunyaj NUansy fepge.
lubung terhadap kasus-kagyg atay gy
peristiwa konkret yang terjaq dalags
ruang lingkup otoritag ekuasagy
pemerintah. Konteksnya adalah Penya.
lahgunaan hak dan WeWwenang yang
hakikatnya menimbulkan Opinj publiy
dalam masyarakat.

Banyak kasus yang Mencya ke
permukaan, baik itu korups;, kOIusi, s
penggunaan hak dan Wewenang Vang
bertentangan dengan hukum, Sepert
kasus penyelewengan dana KPU
BLBI, kenaikan harga BBM,
kasus yang melibatkan an_gtha
simpanan pencucian uang di lim,

Sécara  jropjg

esak  (Opinjp

Paksa (Non repressiye

publik (Politics

(mainstream) dapat

8 eksisteng;

erbagai
DPR,
belag
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"galihan perhatian darj saty kasus k¢
kasus lainny, untuk menutupi isu lainnya
yang terkajt dengan kepentingan pOlltlk-

Ideologj (Pancasila) sebagai salah
Satu  sumbey hukum, di balik karak-
onstiknya yang abstrak terbesit suald

Wjuan tertent, dan bermuatan kep'en;
ingan politis yang didesain menurt
kehendak

politik dari para pendiri negaﬂ"
Ounding Jathers), Bandingkan beber2
logj .

°lstik  hukum  Orla beﬁ?tﬂ:
Pangkal dar; motifnya yang bersifs
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290DSi dari koifrions; Eufcum Be-
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Karakteristik hukum Orde Reformasi
bersifat variatif transisional antara
hukum Orla dan Orba (Presidensil
dan Parlementer) bermotif checlf and
balances dan bermuard ke sistem
bikameral sehingga terjadi semacam
legal catastrophe (kekacauan hukum)
yang sangat equivocal akibat retana
eufemisme bahasa yang esoterisme
sehingga cenderung mempunyal tuju-
an sinkretisme dan jdiotisme dan t?er-
sifat hilang arah (vertigeous.) akibat
pengaruh dari kedua tipologl hukum
Orla dan Orba.

Ekses dari hubungan antara hu-
lum dan kekuasaan (politik) telah mela-
hirkan kejahatan terselubung dan teror-
ganisasi (the hiding organized crime)
yang sulit dideteksi karena sifatnya spo-
radis dan melihat gituasi dan kondls;
siapa yang dihadapinya- Beberapa conto
konkret sebagai berikut :

1. Kasus Klg(N di Magggmggl aﬁ'lgmllcgas 112
(MARI un 1 !
Ram ()}uler;ml (Gandhi Memorial
School) yang mgngaldbatkan pepgun:

di An
iri H g An
e soct ari jabatannya karena

dojo Soetjipto d
i .+ outusan MARI yans
tidak menyetuju! putu A paskan

dinilai tidak adil untuk melepas
tersangka Ram Gulumul dar jerat
hukum. . . _
2. Kasus pengunduranl din ;—Iaslzltmmf;ei-
ngadilan Negeri Jakart2 u . i Ke-
ruddin Zakaria setelah rneng;} e
tua Umum Golkar bar ani litilz
akibat dominasi intervensl p

terhadap hukum.
Membangun Sistem peradilan Yangé

Berwibawa
Negara Indonesia adalah negar2

asas-asas
hukum, dan oleh karenany.'zl1 e an

Negara hukum harus mampu i o

dalam kehidupan bermasy: an
bernegara. Secara konstltuswnal eksis

i i dengan
tensi negara hukum ditandai deng
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diakuinya asas-asas : 1) Pengakuan dan
perlindungan terhadap hak — hak asasi
manusia; 2) Peradilan yang bebas dari
pengaruh sesuatu kekuasaan atau keku-
atan lain dan yang tidak memihak; dan 3)
Kualitas hukum dalam segala bentuknya.

Dalam perjalanan sejarah bangsa
dan negara Indonesia, ternyata masalah
terbesar adalah penegakannya, dan usaha
ke arah tersebut terlihat banyak’ dilaku-
kan, kendati umumnya masih bersifat
parsial. Dari usaha itu yang terpenting
adalah semangat dan komitmen memba-
ngun sistem dan penegakan hukum, yang
dilaksanakan secara bertahap dan berke-
lanjutan, dengan tetap mengedepankan
skala prioritas sesuai tuntutan perkem-
bangan realita. Prioritas tersebut yakni
membenahi sistem dan lembaga pera-
dilan sebagai pilar utama pemberi kea-
dilan bagi masyarakat, dan hakim meru-
pakan ujung tombak bagi pelaksana-
annya.

Realita yang ada menunjukkan
upaya pembangunan sistem peradilan
yang berwibawa merupakan tantangan
utama yang harus diwujudkan. Refor-
masi mengagendakan aspek ini terlebih
gencarnya tuntutan atas kinerja institusi
peradilan yang semakin lama semakin
merosot. Praktek KKN atau mafia pera-
dilan menjadi dilema yang mempri-
hatinkan, dan kondisi ini membawa im-
plikasi yang multi dimensional, bahkan
tuntutan atas kondisi ini ternyata disua-
rakan baik dari lingkungan dalam mau-
pun luar peradilan.

Masalah penegakan sistem pera-
dilan tentu tidak dapat didekati secara
parsial, karena ia meliputi banyak elemen
terkait yang sangat luas, setidak-tidaknya
menyangkut : 1) Kualitas individual
(SDM) terutama hakim; 2) Kualitas ke-
lembagaan terutama manajemennya; 3)
Sarana dan prasarananya, 4) Piranti
perundang-undangan; 5) Budaya hukum
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tentunya karakter Nabi Muhammad

S.A.W., diantaranya :

o As-Shidiq (Integrity), yaitu memiliki
integritas pada tegaknya kebenaran,
keadilan dan kejujuran yang tinggi.

o Al-Amanah (Accountability), yaitu
memiliki tanggung jawab yang tinggi
dan dapat dipercaya.

¢ Fathonah (Competency), yaitu me-
miliki kompetensi keilmuan (hukum)
yang mendalam dan berkualitas, serta
memiliki keterampilan dan keikh-
lasan dalam menjalankan profesi se-
bagai hakim.

¢ Tabligh (Transparancy), yaitu me-
miliki kemampuan membangun tran-
sparansi dan/atau keterbukaan untuk
menghindari fitnah.

Selain dari itu, ada beberapa ka-
rakter warisan leluhur bangsa Indonesia
yang ditemukan di dalam Soempah
Palapa Gadjah Mada yang dikenal se-
bagai Limolas Dharma Pasamo, yang
perlu dicontoh dan tertanam kuat di
dalam pribadi para hakim, yaitu :

e Vijna Yayistri Pratiniata, yaitu sifat
bijaksana yang -khidmat, mencer-
minkan rasa tabah, rendah hati, tidak
takabur, tidak sombong, tidak putus
asa, tidak lupa diri, dan rasa ber-
sahaja yang seimbang.

e Mantriwirja, yaitu sifat sebagai
pembela bagi yang tertindas, peno-
long bagi yang teraniaya, berani ka-
rena benar, dan takut karena salah
dalam menegakkan kebenaran dan
keadilan.

* Witjaksaneng Naja, yaitu sifat de-
mokratis dan patriotik.

e Matanggwan, yaitu sifat dapat diper-
caya.

o Wigniwag, yaitu sifat bgrwibawa,
teguh dalam prinsip, berani mengam-
bil prakarsa, dan tuntas dalam me-
ngerjakan suatu pekerjaan.

VOLUME9 B NOMOR

e Dirotshabha, yaitu sikap kesatria,
intensif dan tekun dalam segala hal,
serta tidak mudah goyah kepri-
badiannya.

e Thanlalano, yaitu sikap polos dalam
suka dan duka, senantiasa berwajah
cerah ceria, tidak lari dari kenyataan,
dan selalu waspada.

e Thansatrisna, yaitu sikap tidak me-
mihak, tidak pilih kasih, tidak pan-
dang bulu, dan badjiksana sebagai
sikap tertinggi dalam menegakkan
kebenaran. '

 Dhiwignjattjipta, yaitu sikap sopan
santun, berbudaya dan berbudi luhur.

¢ Sih Shamastha Bhoeaera, yaitu ber-
jiwa pahlawan dan negarawan.

e Ghinong Prhatitdiya, yaitu memi-
liki moralitas yang tinggi.

o Soemantrhi, yaitu sikap sederhana,
sadar, setia, teguh, bulat, utuh, seba-
gai perpaduan loyalitas, dedikasi,
kreativitas, dinamis, dan. integritas.

e Hanjaken Moesoeh, yaitu sikap me-
ngetahui sesuatu dengan jelas dan
berkemampuan mengendalikannya.

Membenahi Lembaga Peradilan
Upaya melakukan pembenahan
lembaga peradilan sering dianekdotkan
dengan mengurai benang kusut, tetapi
komitmen untuk mewujudkannya adalah
sebuah keniscayaan. Pembenahan itu
harus dilakukan secara komprehensif
meliputi seluruh lingkungan peradilan,
karena persoalan buruknya citra pera-
dilan memang sudah menjadi ungkapan
keseharian masyarakat, terutama atas
ketidakpuasan masyarakat pencari Kea-
dilan. Indikasi mafia peradilan, KKN,
KUHP (kasih uang habis perkara), diskri-
minasi (keberpihakan) pada penguasa,
tidak transparan, perkara undur-undur,
peradilan dagelan, dan lain-lain, meru-
pakan sesuatu yang tidak asing didengar,
dilihat bahkan diikuti, dan unjuk rasa,
orasi terbuka, resolusi, debat dan dialog,
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eksaminasi publik, adalah ce.rminan_atas
realitasnya dan seolah tidax lagi diper-
lukan proses pembuktian,

Jadi nampak bahwa benang k-
sut sulit untuk djyrg; sehi

ingga harus ad,
upaya menggantinya dengan benang bary

yang bersih, dap benang ity adalah hakjp,
untuk semua tingkatan Peradilan, Lang.
kah tersebut Sangat penting dj)

oleh karena realit, menunjukk
praktek korupsi Peradilan te]
melibatkan hampir seluruh

aparat pe.
negak  hukum (peradilan) Mulai day

Tanggung j awab Hakim
: Pada asasnya tap
kim dalam Sistem Peradilan (;

awah saty ata
kamah Agung) telah

Member; i, i
penciptaan Profil hakir, enganJ in?:g?i?fsl
moral yang tinggi dan terpisap Secarg
tegas darj fungs; kekuasaan eksekutif
Maupun kekuasaan lainny,

Sebagaj Pejabat Ne ara,
alat ukurnya adalah integritasgrnoralr;l:nk .
kuat, komitmen pribagj Yang tangguh
keberpihakap kepada keadilap an :

-

' ole tualityg Yan
mumpunj menjadi  bagia, darj s0sok
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it perlu dipenuhi beberapa syarat
diantaranya : SDM yang mampu
bertindak profesional dengan mem-
perhatikan norma-norma kode etik
profesi, menghilangkan aspek keter-
ikatan fungsional, memiliki kemam-
puan untuk bertindak obyektif dan
tidak membuat ruang kelemahan dan
kerawanan, serta jugd tidak kalah
pentingnya memiliki daya tahan diri.

* Mengembangkan nilai-nilai keadilan
dan keberadaban melalui bingkai
demokrasi yang dapat diselenggarakan

kgn perkara, umumnya tidak bercita-
cita menjadi Hakim Agung, menyu-
kai kehidupan yang mewah dan me-
nganggap hal tersebut sebagai hal

yang wajar, relatif obyektif dalam

merumuskan pertimbangan hukum,
relatif mandiri dalam memutus per-
kara, relatif jujur.

Hakim Ring 3, yaitu hakim yang
oleh masyarakat pada umumnya Se-
ring disebut sebagai hakim nakal,
masih bisa disuap oleh pihak dalam
perkara yang kedudukan hukumnya |
lemah, sangat menyukai kemewahan,

secara transparan dan senantiasa harus

dipertanggungj awabkan. relatif jauh dari agama.

Profil Hakim Yang Ideal

Kategorisasi Hakim Dalam praktek
Selain karakter yang melekat di

Dalam komunitas para advokat
yang dalam menjalankan profesinya dalam diri Nabi Muhammad S.A.-W.

sering bersinggungan dengan profesi (shidiq, amanah, fathonah, dan
gaklm, biasa mengelompokkan hakim ke tabligh) ditambeh karakter Limolas
alam 3 (tiga) kelompok, yaitu : Dharma Pasamo dari Soempah Palapa

* Hakim Ring 1, yafu hakim yang Gadjah Mada, para Hakim ideal memiliki

dapat dikatakan berkarakter sebagai
hakim ideal, biasany2 ja sulit bahkan
tidak bisa dihubungi oleh pihak-pihak
dalam perkara yang sedang ditanga-
ninya, ia lebih mengutamakan sukses
flali_lm karir, umumnya bercita-cita
ingin jadi Hakim Agung, pasti tidak
bisa disuap, sikapnya ramah tetapi
tegas, rajin/taat beribadah, obyektif
dalam merumuskan pertimbangan
hukum, mandiri dalam memutus per-
kara, jujur, serta bersahaja dalam
kehidupan pribadi dan keluarganya.

Hakim Ring 2, yaitu hakim yang
pada dasarnya berkarakter baik, tetap!
belum dapat dikatakan ideal, tidak
berani “bermain” dengan pihak da-
lam perkara yang kedudukan hukum-
nya lemah, tetapi jika dikehendakKi
masih membuka peluang kepada
pihak dalam perkara yansé kedudukan

hukumnya kuat untuk lebih mem-

perkuat kedudukan pukumnya S€-
hingga optimistis dapat memenang-
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juga karakte _karakter di bawah ini :

o Akomodatif, lugas, dan transparan :
Dimaksudkan hanya sebatas upaya
mendukung terlaksananya pola penga-
wasan yang sudah berjalan dengan
tetap mengedepankan keunggulan ter-
tentu misalnya kinerja hakim yang
transparan yang memungkinkan ma-
syarakat (LSM pemerhati penegakan
hukum dan masyarakat pada umum-
nya) melakukan pengawasan sebagai
pentuk partisipasi publik secara lebih
perkualitas dan fokus.

Melaksanakan tuntutan standar
kinerja minimal hakim : merupakan
pagian tidak terpisahkan dari pola
penyelenggaraan pemerintahan (dalam
arti luas) Good Governance, dimana
orientasi kinerja diarahkan pada upaya
pencapaian target pelayanan publik
yang optimal. Misi pelayanan ini me-
rupakan perwujudan dari fungsi hakim
sebagai pejabat negara. Aspek-aspek
tersebut meliputi: pemberdayaan orga-
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nisasi profesj hakim,
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atan pada norma hukum dan norma sosial
lainnya yang kemudian mewujud dalam
pola perilaku hakim ketika sedang men-
jalankan tugas profesinya.

C.PENUTUP

i Membentuk karakter hakim yang
ideal penting dilakukan untuk mewujud-
kan lembaga peradilan yang bermartabat,
profesional, dan berpihak pada rasa kea-
dilan masyarakat, sebagai bagian integral
dari upaya mewujudkan bangunan negara
hukum yang dicita-citakan. Penguatan
budaya malu di kalangan hakim diyakini
dapat mengawal proses pembentukan
karakter hakim yang ideal. Peradilan
yang bersih, bermartabat, profesional,
dan berkeadilan hanya dapat diwujudkan
oleh para hakim yang berkarakter sebagai
hakim yang ideal. Masyarakat dapat
berperan aktif dalam membantu pem-
bentukan karakter hakim yang ideal
dengan cara menjauhkan segala sesuatu
Yang berpotensi menggoda iman para
hakim, Sistem rekrutmen calon hakim
serta sistem pendidikan dan pelatihan
calon hakim, perlu dikaji ulang untuk
mendapatkan sistem yang lebih baik.
,PengaWasan internal saja tidak memadai,
dan oleh karenanya perlu penguatan pe-
ran dan fungsi Komisi Yudisial dibantu
l(:leh segenap komponen bangsa termasuk

alangan Pesantren untuk melaksanakan
Pengawasan eksternal yang efektif ter-
hadap kinerja para hakim.

: Hakim yang berkarakter ideal
dlbangun dengan pondasi karakter Nabi
Muhammad S.A.W. (shidig, amanah,
fathonah, tabligh) dilengkapi dengan
Limolas Dharma Pasamo dari Soempah
Palapa Gadjah Mada, diyakini dapat
Mmenghasilkan pribadi hakim yang pari-
purna dan berkemampuan mengemban
tugas menegakkan kebenaran dan kea-
dilan sebagai prasyarat terwujudnya
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bangunan negara hukum Indonesia yang
dicita-citakan.

Bagi sebuah negara hukum,
benteng terakhir untuk mendapatkan
keadilan hanya dapat diperoleh di Penga-
dilan. Hakim menjadi ujung tombak
untuk mewujudkan terpenuhinya rasa
keadilan masyarakat melalui putusan-
putusannya. Ada institusi lain yang
terkait dalam penegakan sistem peradilan
selain hakim, yaitu kepolisian, kejaksaan,
dan para advokat. Tingkat moralitas,
ahlak, dan perilaku para penegak hukum
(advokat, polisi, jaksa, hakim) menjadi
ukuran bagi tegak atau runtuhnya sistem
peradilan. Upaya untuk membenahinya
haruslah komprehensif dan terpadu,
sehingga pada akhimya mampu mewu-
judkan sistem politik peradilan yang
hanya berpihak pada hukum dan
keadilan.
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